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MK Bacakan Ketetapan Penarikan Perkara Sengketa antara
Kewenangan Majelis Rakyat Papua dan Presiden

Jakarta, 30 Juli 2021 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Ketetapan
pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan
Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) terhadap Presiden Republik Indonesia, pada Jumat (30/7), pukul
13.30WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/SKLN-XIX/2021 ini diajukan oleh
Timotius Murib, dkk. selaku Pimpinan dan Anggota MRP Masa Jabatan 2017-2022 dan Maxsi Nelson
Ahoren, dkk. selaku Pimpinan dan Anggota MRPB Masa Jabatan 2017-2022.

Dalam sidang sebelumnya, Rabu (21/7) Ketua Panel Aswanto menyampaikan bahwa ada surat penarikan
kembali permohonan SKLN dari para Pemohon yang diterima MK pada 19 Juli 2021. Terhadap penarikan
permohonan tersebut, Saor Siagian menyatakan akan menyampaikan keterangan lisan secara daring
pada persidangan Rabu, 21 Juli 2021. Salah seorang kuasa para Pemohon, Rita Kolibonso membacakan
penegasan penarikan permohonan perkara SKLN. Alasan penarikan permohonan perkara SKLN ini
karena para Pemohon merasa permohonan yang diajukan sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa dan
diputus oleh MK.

Sebelumnya, dalam permohonannya para Pemohon mempermasalahkan usulan Presiden yang diajukan
berdasarkan Surat Presiden Nomor R-47/Pres/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan
kepada Ketua DPR RI Perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua)
untuk dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas
utama. Hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 77 UU Otsus Papua yang menyatakan
bahwa setiap perubahan harus dimaknai sebagai kewenangan khusus rakyat Papua yang diberikan oleh
pembentuk undang-undang.

Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk menerima dan mengabulkan permohonan
Para Pemohon untuk seluruhnya, yaitu menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk
mengajukan usulan perubahan kedua UU Otsus Papua dan menyatakan Para Pemohon memiliki
kewenangan konstitusional untuk mengusulkan perubahan kedua UU Otsus Papua. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang
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undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
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